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             BAB IV 

      PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri 

Semarang dan pembahasan diatas, maka dapat menarik kesimpulan bahwa: 

1. Prosedur Kejaksaan ketika akan melakukan kegiatan pemusnahan barang 

bukti narkotika, yaitu: 

a. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan setelah mendapatkan putusan 

yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht dari pengadilan dan Surat 

Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Semarang; 

b. Kejaksaan wajib melakukan eksekusi sesuai Surat Nomor B.Jam 

Pidum B- 2000/E/Euh/07/2014 dan Surat Perintah Kejaksaan.; 

c. Kejaksaan Negeri Semarang membentuk tim untuk melakukan 

eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika; 

d. Kejaksaan mengundang perwakilan instansi yang berwenang; 

e. Setelah kegiatan pemusnahan dilakukan kejaksaan wajib membuat 

Berita Acara Pemusnahan. 

2. Hambatan yang dihadapi kejaksaan dan BNN dalam melaksanakan 

kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika adalah volume 

perkara yang besar, adanya mutasi jaksa, barang bukti dijadikan alat bukti 

lain dalam kasus yang berbeda, menumpuknya seluruh barang bukti di 

Kejaksaan, dan dibutuhkan biaya yang cukup besar, dan sulitnya 

menyesuaikan jadwal kegiatan pemusnahan untuk kepala instansi. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang disampaikan untuk 

Kejaksaan Negeri Semarang dan Badan Narkotika Nasional antara lain: 

1. Bagi Kejaksaan Negeri  Semarang 

a. Ketika volume perkara besar terjadi, Kejaksaan Negeri Semarang 

wajib membentuk tim khusus yang terdiri dari jaksa-jaksa yang 

sedang tidak memiliki kegiatan untuk membantu melaksanakan 

kegiatan pemusnahan barang bukti.; 

b. Saat terjadi mutasi jaksa, kejaksaan harus bekerja sama dengan 

instansi lain seperti Badan Narkotika Nasional atau Kepolisian; 

c. Kejaksaan tidak perlu menunggu eksekusi ketika barang bukti yang 

dijadikan alat bukti lain; 

d. Kejaksaan lebih tegas dalam memberikan perintah agar barang bukti 

disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

e. Kejaksaan Negeri Semarang memberikan surat perintah untuk setiap 

instansi agar menunjuk perwakilan apabila kepala instansi tidak dapat 

hadir; 

2. Bagi Badan Narkotika Nasional 

a. Badan Narkotika Nasional melakukan kerjasama untuk mengurangi 

beban anggaran yang ditanggung dari masing-masing instansi, 

dengan adanya kerjasama anggaran yang besar dapat tertutup dan 

kegiatan pemusnahan barang bukti dapat berjalan dengan lancar. 

     


	16.C1.0006-MICHAEL CHRISTIAN DEWABRATA.pdf
	MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN
	PRAKATA
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang   1
	B. Perumusan Masalah   9
	C. Tujuan Penelitian   9
	D. Manfaat Penelitian   10
	E. Metode Penelitan   10
	1. Metode Pendekatan  10
	2. Spesifikasi Penelitian   11
	3. Objek dan Elemen Penelitian   11
	4. Teknik Pengumpulan Data   12
	5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data   13
	6. Metode Analisis Data   13

	F. Sistematika Penulisan   14
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	A. Tinjauan Tindak Pidana   15
	1. Pengertian Tindak Pidana   15
	2. Unsur-unsur Tindak Pidana  16
	3. Jenis-jenis Tindak Pidana  19
	B. Tinjauan tentang Pidana Pokok dan Pidana Tambahan   21
	C. Tinjauan tentang Narkotika  24
	1. Pengertian Narkotika  24
	2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika   27
	3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika   28

	D. Tinjauan tentang Penyidikan     32
	1. Pengertian Penyidikan …………………………………..       32
	2. Pengertian Penyidik …………………………………......    33
	3. Fungsi Penyidikan………………………………………        35
	E. Tinjauan tentang Barang Bukti       36
	1. Pengertian Barang Bukti      36
	2. Fungsi Barang Bukti dalam Perkara Pidana       38
	F.    Tinjauan tentang Pemusnahan Barang Bukti Narkotika      38
	G.    Instansi yang Berwenang Melakukan Pemusnahan
	Barang Bukti   40
	H.   Tinjauan tentang Kejaksaan   42
	1. Pengertian Kejaksaan  42
	2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan  43


	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Prosedur Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti
	Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan
	Negeri Semarang …………………………………………...      45
	B. Faktor yang Menghambat Kejaksaan Negeri Semarang dan
	Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam Melaksanakan
	Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di
	Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
	Semarang …………………………………………………….     65
	1. Faktor Internal ………………………………………….      67
	2. Faktor Eksternal ………………………………………...     72
	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan ………………………………………………..      77
	B. Saran  ……………………………………………………...      78
	DAFTAR TABEL


